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Hahwa uvntuk menciptakan kemudahan  datam ;e
taksanakan pombangunan  di o daerah dan anbok
meningkatkan  keseimbangan  pemanfaatan  ruang.
diperiukan adanvya arahan mengena: pemanfaatan
ruang secara pasti

Bahwa sehubungan dengan maksud huruaf a  kon-
saderan ini, dipandang perlu menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tangkat i
Mojokerta Tahun 19902/19%94 — 2005/2006 dengan
menuangkan  ketentuan-ketentuan dimaksud dalaem
suatu Peraturan Daerah.

Undang—undarg  Nonor L7 Tahur 195C tentang
Pembentukan Drerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jaws Tengah/Jawa Barat ;

indang-—undanag Homor T Tahun 1260 tentang Per-
aturan Dasar  Pokok pokok Agraria (Lembaran
Negara Repuilib Indonesiae fabun 1960 Nomor 1048,
Tambaban Lenbzaras Megara Republik  Indonesia

Momor 20431

Undano-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak—hak Atas Tanah dan Benda- benda
di atasnya {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1941 Nomgr 288, Tambahan Lembiaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2324)

Undang-—undang Nemor 2 Tabun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemer intaban d: Daerah {(Lembaran Negara
Repuilik [ndonesia Yehun 1974 Nomor 5B, Tamba-—
han {embaran Negara Republik Indanesie Homor
307 s

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang—undang Momor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
LTRG Nomor . Tambahan Lembaran  Negara  Re—

puil itk [Indoncooara Nomor 21884) 3
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13.
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17.

Undang-undang Namor 4 Tahun 1282 tentang Ke—
tentuan—ketentuan Pokeok Pengeleolaan Lingkungan
Hidup {(Leombaran Negara Bepublik Indornesia Tahun
1982 Momoe 12, fambahan Lombaran  Negara He-
pubiitt Indonesia Nomor 32135) 3

Undang-undany  Memor 35 Tahun 1981 tentang Per—
tadustr ian (Lonbaran Nogara Republik Indoncsia
Tahun 1981 Moannre 27, YTambahan Lembaran  Negara
Republik Indonooia Momor 3274)

Undang—undaing MNomor ] Tahun 1990 tentang
Konservansi sumber Daya Nlam Hayat: doan Chkosis—
temnya (Lembaran Negara Republak Indonesia

Tabun 1920 Nomor 49, Tambahan Lombaran  Megara
Repuhlik Indonesia Nomor 311%9)

Undang-undang NWomor 9 Tabun 19570 bentang
Kepariwisatacn (Lembaran Negara Republik i
nesta  Taohun 1990 Momor 78, Tambahan Lembarcarn
Megara Republik Indonecia Nomor 3427) 3

Undang-undang Nomor 4 Tahun 19292 tentang FPo-
rumahan  dan Permukiman {Lembaran  Negara  Ro-
publik Indonesia Tahun 1292 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) 3

Undang-undang Nemor 149 Tahun 1997 tentang Lalu
Lintas dan Anghkutan Jdoalan  {(Lembaran Nogara
Republik Indonecsia Tabhan 1992 Nomor 49, Tamba-—
han  Leombaran Neogara Scopublik Indonesia Nomor
30830y 3

Undang—undanyg  Momor 21 Tahun 1992 tentang Pe-
nataan Ruang {Lowmbaran Negara Republik Indone-
41a Tabun 1o Nogmor 115, Tambahan Lembaran
Negara Repuni:k Indonesia Nomor 35013 ;3

Poraturan Pemeriantabh  Nomor 22 Tahun 1982 ton-
tany Tatacara Pengaturan fir (Lembaran Negara
Republik  Indonecsia Tahun 1982 Nomor 37, Tam—
bahan Lembaran Negara Republik Indonecia Nomor
3225) ;3

Poraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 1982 teon-
tang Irigasni {Lembaran Negara Republik  Indaoce-
cia TYahun 1982 Nomor 38, Tambahen Lombaran
Nrgara Republik Indenesia Nomor 3226)

Peraturan Pomerintabh Momgr 47 Tahun 1982 ten-
tang Peorubahan Batas—-batas wilayah Keotamadya
Dacrab Tingkat II Mojokerto {Lembaran Negara
opublik Indonesia Tabun 1982 Nomor 74,  Tam-
Sohan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomore
xq42) ; )

Poraturan Pomerwntabh Momor 286 Tahun 1985 ton—
tang Jalan {(Lembaran Megara Republrk Indonecia
Tahtun 1985 HMomoe 37, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Tndoncoia Momor 3293) 3
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Peraturan FPomerintah Nomar & Tahue 1908 tontang
Koordinasi Kegiratan  Instanci  Yertibkal di
Daerah {Lembaran Nogara Repubhiil Indonoc.1a
Tahun 1988 NMaomor 10, Tambahan Lombaran Negara
Republik Indancoia Nomor 33731 H

Poraturan  Pomerintah Republik Indounesia  Momos
33 Tahun L9901 tentang Sungai (Lembaran Negara
Repubizk  Indoncsia Tahun 199t Nomor 44, Tom-
baban Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomar

3445)

Poraturan Pemcorintabh Nomor 51 Tahun 1997 +en-
tang Analicis Meongenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1993
Nomor 84, Tambahan Lembaran Newara Republik
Indanesia Nomor 3I538)

Keputucan Proesiden Nomor 32 laban 1990 tentang

. Pongeioiasan Kawasan Lindung ;

Keputusan Presidon Monor 33 Tahun 1991 tentang
Ponggunacn Tarair hagl wawasan Induobed H

Foputusan  Preocgdsn Momor 5 Tahun 1993 tentang
Pengadaar fonabh bags  Pelaksanaan Fembangunan
Untuk Kepentingan Umuam g

Peraturan Menteri Daliam Negeri Nomor = Tahun
1987 tentang pedoman Penyusunan Reoncana Koba H

Peraturan Mentery Agraria/Kepalia Badan Fer-
tanahan Nasional Nomor 2 Yahun (293 tentang
Tatacara Pembebazan tanah bagi Perucahacn dalam
rangka Peonanaman Modal

Poraturan Mentori Foker jaan Umum Momor &3/PR7
Tahun 1993 tentang Garic Sempada Sungai, Daerabh
Manfaat Sungai, Dacrah Ponguasaan Sungai  dan
HBekss Sungai

Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor  650-6758
lahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota
Untuk Umum ;3

Keputusnan  Uersamia  Montor-i Dalam Negeri dan
Menter:  Pekoriaan Umum Nomor 450~-15%5, Nomor
DRE/kpts/1983 rentang Tugas-tugas dan Tanggung
Jawab Porencancan kota g

Kepulusan vhoey prliryaan boum  Nomor 540/
kplos1984  Totwn 1984 tontang Perencanaan Tata
Ruang ¥oia ;

Keputusan Men b1 datam Negeri Homor & Tahun
1988 tentang Prosedur Penetapan Produk ~produlk
Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Keputusan  Menteori Dalam Nogeri Momor 58 Tehus
1788  tentang Petunjuk  Pelaksanacn Poerataran
Monter:d Dalam Megeri Momor 2 tahun 1997 H



32, Keputuscan Menteri Dalam Negeri Nomor 532 Tahun
1?88  tentang Potunjuk  Pelaksaraan  Peraturan
Menteray Dalam Megeri Nomor 25 tahunr 1987 ¢

33. Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomar B& Tahun
1992 tentang Petunjuk  Peolaksanaan  Penyusunan
Peraturan Daerah tentesng Rencana Kota ;

34. Keputusan Menteri Dalam Negori Momor 33 Tahun
1992 tentang Fedoman penyusunan Rencana  Struk-—
tur  Tata Ruang Mrapinci Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur dan Hencana Unum Tata Ruang  Kabupaten

-

Daerah Tingkat 1 :

39. Keputusan Menter:i Dalam Negeri Nomor 84 Tahuan
1993  tentang  Hontuk feraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan j

3&. Peraturan Daerah Kotamadya Daer.ah  Tingkat IF
Mojukerto Nomot 7 Tahun 1991 gentanq Pola Dasar
FPembangunan Daerat Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mojokerto Tahun 199471995 - 199871995,

Dengan percetujusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolamadyva
Dagrah Tingkat 1! Mojokerto.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MJ0--
KERTO TENTANG RENCAMN TATHN RUNANG WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOXKERTO TAHUN
1995/1994 ~ 2005/2006.
BnB I

KETENTUNN UMUM

Pacal 1
Dalam Poroturan Dacrah ini yang dimaksud
dengan =
a. Daerah adalabh k(ntamadya  Daerah Tingkat 11

Mojokerto :

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah  Hotamadya
Daerab Tingkat i Mojokerto ;

c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 adalah
Walikotamadya Kepala Dasrah Tingkat 1T Mojp-
korto g

d. Ruang adalah wadah kchidupan yang meiiput!?
ruana daratan, ruang lautan, ruang uwdare se-—
baga: kewsatuan wilayah  tempal manusia dan
mabkhick hidup lainnva melakukan keglatan  dan
memcl thara kelangsuangan hidupnya

v. Teta Ruang adelah wujud ctruktural dan pola
pomanTaatan ruazng wilayah Daerah Tingkat I
yvang mencakup  kawasan lindung dan k awasan
hudidaya, baik dircncanakan maupun tidak yang
menunjukkan hirerkhiy dan keterkaltan  peman-
faatan ruang :



.

(i1}

(2}

(3}

Roncana Tata Ruang adalab haczzil poroncanaan
tata ruang 3

FPenataan duang o Jaleh proTes pErencanaan,
pemanfaatan ruang dan pengendalilannya 3

Rencana  Ta Wilayah vyang selanjutnya
disingkat RUW oo it Honcana Tata Ruang KWila-—
yah Kotamasdya Dacrab Tingket 11 Mojokerto i

Kawasan acdalah  suatu  arca yang dimanfaatkan
untuk kegiatan terfontu 3

Kawasan lindung adalah kawasan yanag ditetapkan

dengan  fungsi uwtama melindung: keiestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumbardaya alam,
sumber daya buatan dan nilai-nilai mE T an

serta budaya bangsa guna kepentinaan  pembhangu-
nan berkelanjutan ;

Kawasan udidayae adalah kawasan yang dimar faat
kan scocara terencana dan terarah sehingga dapat
berdaya quna dan berhasil guna bagi hidup dan
kehidupan manusia, terdivi dari kawacsan pudl -
daya non pertanian ;

Kota adalah pusat peomukiman dan kegiatan  pendu
duk yang mompunyal batasan wilayah adminictrasi
yang diatur dalam peraturan perundangan  serta
pemuk iman  vang telan memperlihatkan watak dan
cirli kehidupan keckobaan.

HAB I
A7, PAYGayn DAN TUJUAN

Pamal 2

Rencana Tata Fuang wWilayabh {RTRW)}  didasarkan
atas azas manfaat, keseimbangan dan keserasian
certa kelestarian g

Maksud Rencana Tata Ruang Wilayah {RTHW?}
adalah untuk menetapkan lokasi dalam  menyusun
progr am—-program dan proyek-proyek pombanguran
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang  di
Daerah 3

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah {RTHW}
adalah untuk merumecskan  kebijaksanaan darn
koseimbangan ruang, mewujudkan ketocrkaitan dan
kescimbangan perkembangan antar wiiayvab,
menctapkan lokasi inveostasi yang  dilakcanakan
Peomerintah Daerah dan masyar arat werta
monyusun  roncanag rinci tata ruang di Uaeral
dan pelsksanaan pembangunan dalam memanfaatkan
ruang bagl kegistan pembangunan yang merupakan
dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi
pembangunan .



BB IirI

RENCANA TATA RUNNG WILAYAH  (RTRW)

Fasal 3
(1) Rencana  Tata Ruong Wilayah (RTRWK) bericikan
rumusan arah perkembangan  dan peroeharan
penduduk , Rencana Sistim Porwilayahan dan

Pusat—-pusat Permukiman, Rencara pemanfaatan
Kawacan Lindung, Horcana pengombangan  Kawasan
Budidava, Rencana Sintim  Jaringan Yranspor —
tasi, Rencena Pemanfaatan Ailr  Baku, Rencana
Pengembangan Wilayah Prioritas dan  Rencana
Fengendaliaon ¥ilayah Intensif g

{Z) Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) dimak=sud
pada ayat {1) I'asal ini, terdiri darai : N

a. Lampiran I merupakan Buku MNackair Dlencana

b. lampiran 1l merupakan Buku Fakta dan  Ana-
lisa j;

. Lampiran [Il merupakan Album Prta Rencora.

(3) Buku HNaskah Rencana, Buku Fakta dan  Qrialinsa
dan Nlbum Pcta Rencana merupakan Lampiran  can
bagian yang tak terpisabkan dari  Poraturan
Dacrah ini.

FPasal 1

Wilayah perencanaan dalam Hencana Tata
Ruang Wilayab (RTRW) adalab Dacr ah dalam penger—
tian Wilayah Administrasi, seluas 1.4446.% (Seribu
enam ratus empat puluh chnam) Hektar .

-

Pasal 5]

Album  Pet: Roncana Tata  Ruang Hilayah
(RTRW} dimakowud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan
Daerah ini, berskala 1 : 10.900.

FPasal 5
{1} Jangka waklu Rencana  Tata Ruang Wilayah
{(RTRW), adalati 10 {sepuluh) tahun

(2} Rencana Tataz Ruang Wilayah (RTRW) dimakoud
pada ayat {1} Pamal ini, diadakan peniniauvan
kembali atau cvaluasi sckurang-kurangnya 5
{lima) tabhunr sekali.

Bap Iv
151 NASKAH REMCANA TATAH RUANG Wil avod

Pacal 7

Ie:r MNaskabh PRoncara Yata Ruang Wilayah
(RTRY) scbagalimana dimakcud pada ayat (2} Pasal 5
Peraturan Daerah in1, adalah webagal berikut :



HAB 1 s PENDAHULUNAN
1.1, Fenatoon HBuang
1.1.}. Definisi Ruang, Tata Ruang
dan Penataan Ruang

1.1.2. Ruang lingtup Penataan
© Ruang ;

1.1.3. Tujuan Ponataan Ruang g
1.1.4. Nzas Ponataan Ruang

1.2. Batzagan Rencana
1.2.1. Umum ;

1.2.2. Tingkatan Rencana j;
1.2.3. Pengertian Ruang Wilayah ;
1.2.49. Dimensi Wakltu Rencana 3
1.2.9. Evaluasi Rencana ;

1.3. kedudukan Operacional Rencana
1.53.1. Dalam sistem penyvelenggara-—

an Pemer Lntah di Daerah ;

. Dalam Strateg: dan  kebijak
manaan  Pembangunan Daerahs;

1.%.53. Dalam Poldas, Repelitada,
dan Repctada.

1.3.4. Dalam Pongendal ian investa
=i Macyarakat dan Swasta g

1.3.3. Dalam Pengcndalian Hrman-
faatan Tanah dan  Sumince
Dava Alam ;

1.4, Batasan Asopek Pemanfaatan Huang
dan Pengendal 1an Femanfaatan
Ruang :

1.4.1. Umum ;

1.4.2., Pemanfaatan Ruang ;

1.1.3. Pengendalian Pomanfastan
fuang 3

BRB II : KEBLIAESANANN DAN STRATEGI PERENCANAAN
TATE: RUANG  WilLAYAH  KOTAMADY O DAERAH
TINGENAT 11 MOJOKERTO

2.1, ¥Kebigjakcsanaan Umuam Porencanaan
Tata Ruang Wilayah 3

ng=i dan Poran wilayah
o s



2.1.2. ¥cberadaan Voo simbrangan
Ekologi Perkoiaan

?.1.3%. ¥Kebiljaksanaan G imass
Fomanfaatan Ruang Foio o

2.7. Kebijaksanaan Oporacionat
2.2.1. Umum

2.2.2. Jalur-jalur Upaya 3

2.3, Kriterie Kawasan Lindung, dar
Kaowanan Budidaya 3

2.3.1. Pengertian dan Klanifikas:
Kawacan Lindung ;

.3.Z2. Pengrrtian dan Klazifikasi
Kawascan Budidaya j

2.35.3. Kriteria Penetapan Kawasan
Lindung j;

2.3.14. ¥riteria Ponocltapan  Kawasan
Budidaya ;

2.1, Stratog: Pemantapan Kawascan
Lindung j;
2.9. Strotegl Pongemhangan KAawasai

Budidaya 3

2.5. Stratcgi Pengembangan Strulktur
Tata Ruang Wilayah ;

BAB  IITI : REMCANN TATA RUNNG WILNYAH
%2.1. Rencana Kawasan Lindung :

3.1.1. Kawasan Cagar Budaya dan
I11mu Pengetahuwan di Kota-
madya Majokerto, borupa
muUS Lm dengan luan
2,300 Ha ;

3.1.2. Kawasan Pcrlindungan Se—
tempat yang tordapat di
Kotamadya Mojokerto, meli-
puti areal seluas &1, 3ib6
Ha, terdiri dari :

J.1.2.1. Sungal Hrantas,
dengan sempadan
sungai 50 M dikird
dan kanan sungai :

J.1.2.2. Sungal Gunting,
dengan SOz G
sungal 15 M dikird
dan kanan Sungal o



3.1.2.3. Sungai Brangkal,
dengan nempadan
sungai 19 M dikiri
dan kanan sungai ;3

3.1.2.1,. Sunaai Sumber
Ngrayung, dangan
sompadan sungal 1D
M dikiri dan kanan
Sungalr 3

S-1.2.5. Sungai Sadar
dengaen Soempadan
sungatl LS9 M ditieos
dan kanan Sungad .

3.2. Pencena Kawasan Budidayva s

S-2.1.

[

[N

Kawasan Budidava Pertanian
di Kaotamadya Mojokerto,
meliputli areal seluas 341,
178 Ha yang diarahhan
dibagian timur Kotamatlya
Mojokerto dan bagian barat,
vyang meliputil sebagian Desa
Meri, sebagaian Desa Gunung
Gedangan, sebagzian Desa
Pulerejo dan sebagian Dosa
Hlooto 3

Kawasan Perindustrian  yang
ditetapkan mcliputi  areal
seluan 21,9275 Ha, tordira
dar 1 @

Z2.2.2.1. Industr: kerajinan

( home industri}
diarahkan dibagiore
selatam, bherupga
1rrduntr HTeIs]
polu--tan PRITAI
berado di cobogran
Desa u-nung
Gedangan dan

sebagian Kelurahan
Kr angagan 3

32.2.2.2. Industri berat, di
arahkan dibagian
timur &kota, yang
berada disebagian
Kelurahan Wateo
dan Kelurahan
Kedundung 3

Vawasan Pormukiman, yangy
ditotapkan meliputi  areal
seluas  H03,823 Ha, yang
diarahkan pada -



x.72.5.1, Pado bagian timur

kota padas toah
yang bclum torban-
qun, meoiiputs
Keiurahan Kodun-—
dung, Dewa Gunnnag
Gedangan, Doaa
Merl. ¥.clurahan
tates dan Kelu—

rahan Magorsari

3.2.3.2. Pada bhagian berat
kota, perkembsngan
permubkiman diarah-
kan di desa Suro-
dinawan 3

Fawasan Perdagangan Dan
jaca, vang dikembangkan
meliputi areal =cluas

17,060 Ha, dengan  arahan
sebagal berikub =

5.7.4.1. Kegiatan perdaca-

ngan skala o

nal Ziarahban
dipurnat Jdalan
Bajah Mada, Jon L
Mojropahit gar

Jalan Pahlawan 3

Z.Z2.4.2. Kegiatan pordag-a
ngan yoang  momun -
vai skala pelaya-
nan kota, diarab-

kan meny cbhar
diceliuruh punat
kawasan permukim-
an 3

3.2.1.3. Keg:iatan perdaga -

ngan kebutuhan
sehar i—hari  untuk
skala keccil dan
mencngah dilayani
olch faciliitas

vang ada ditiap
lokasi s

%z.2.1.1. ¥egiatan perdaga~

ngar camur an
tetap dincriahan-
kan pada Tk as
vang ads it lay
melipuets Jalan

Surodinawan, Jeban
Rerciden Pamujl dan
Jalan Karyaoawan 3



3.

3.

J.2.9. Kawasan Pariwicata yang
dikembangkan o1 Kotamodya
Mpjokerto meliputi Winatas
Sungai Brantas, Pemandian
Sekar Sari, Pemandian  Air
Panas Tirta Suam Sekar
Putih dan Kolam Pulorcic
yang mcliputi arcal seluas
1,000 Ha.

Arahan pengembangan pariwi-
cata adalah

Z.2.0.1. Tidak mengganggu
fungst utama
cungail Brantas
sebagai pengendala
banjir j

5.2-.9.2. Perlu penyediaan
sarana den praca-
rana pondukung g

3.2.5.3. Mengoptimalkan ke
qratan pPromoat
ohyek wismata g

3.2.6. Kawasan Facilitax idmum

meliputi arcal seluan
484,681 Ha, terdiri dari
facilitas Pendidikan, Por-
kantoran, kangunan wmum ,
fasilitas hiburan, fa<ili-
tas per ibadatan, fasilitas
wesehatan, fasilitas olsh
rraga dan fasiiitag bangunan
tEmLLn .,
Penempataean fasilitas ini
pada pusabt permukiman  dan
mudah dicapa:r dari berbagal
arah.

Rencana daya tampung penduduk pada
tahun 2000/2006 ,mencapai 122.635
Jiwa, yang terdiri atas  kepadatan
tinggi: {100-100 jiwa/Hal}, kepada-
tan | osedang (20-100 jiwalHal,
kepadatan rendab (10--90 jiwas/Hal.

Rencana Kepadatan Bangunan

Rencana Bagian Wilayah Kota Kota-
madya Mojokerto tordiri atan 3
(tiga) Bagian Wilayah kola {BUWR)
dan 11 {sebelas) Unit Lingkungan
(L)

3.5.1. BWK A mempunyai 4 (2mpat)
Unit Lingkungan dongan luas
28,71 Ha ;

AWK B mempunyai 3 {tiga)
tnit Lingkungan dengan luac
%81 ,55 Ha

{l
T

L1
8]



3.7.

3.9.3. BWK C mempunyai 1 {ompat)
U'nit Lingkungan dongan luos
336,24 Ha ;

Fung=i Jaringan Transporiaci yang
terdapat di Kotamadys Mojokerto,
terdiri dari s

3.46.1., Jalan Arteri Primer melipu-
ti Jalan By Poss 3

3.6.2. Jalan Arteri Sckundor melz-
puti Jalan 5Sajal Marda,
Jalan R. Wijava, Jalan
Pokuncen, Jalan Empunala,
Jalan Mojopahit dan  talan
Raya Prajurit kKoelon

3.6.3. dalan Kolektor Gelkunder
meliputi Jalan feri, Jalan

Tropado, Jaian Benteng
FPancasila, Jalan Semeru,
Jalan HRaya [IJen, Jalan
Randu BGede, dJdalan Mayicon
Sungkono, Jalan Hayam
Wour uk, Jalan Prapanca,
Jalan Pulorecio, Jalan

Blooto, Jalan Pulo fAtag,
Jalan Trenggilic ;

J.6.1%. Jalan Lokal Seckundeor acru-
pakan  Jalan vang  menghu-
bunogkan antara pusat pormu-
kiman dengan perumahan :

Rencanz Peongaturan Zoning ¥awalan:

3.7.1. Rencana Pengendalian Frome
manfaatan Ruang 3

%X.7.2. Rencana Pengendalian Inten -
sitas Bangunan ;

Rencana Sistim Utama Jar ingarni
ttrlitas 3

3.8.1. RBencana Sistim Jar ingan Ailr

Mintam

3.8.2. Rencana Sistim Jaringan
Lictrik

X.8.3. Rencana Sistim Jar ingan

Telepon
2.9.1. Hencana Sistim Pematusan
Z.8.5. Hencana Pengelolaan Sampah

Fuang Terbuka tHijasu 3
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3.12.

Pencana Pengembangan Pemantaatan
fir Baku 3

Heoncana Fawasan Praoritan dite-
taphan karona  mempuniyal nilai
strategin. fermasuk dolam kawasan
prioritas ini adalabh z

3.11.1. Permukiman traru yanij
mencakup Kelurahan Wates,
Kelurahan Fodundung  dan
¥elurahan Magersar i 3

3.11.2. Kawaman pu—at kota yang
mencakup Kolurahan Puorwo -
tengah, Kelurahan  Gedons
gan, Kelurahan Jagalan,
Kalurahan Koauman dan
Kelurahan Miji : A

T.11.3. Kawasan Industra Fang
berada di Kcolurahan Wateons
dan Kelurahan XKedundung 3

.11.4. Kawasan sepanjang 1alan
arteri priacr yang  oen-—
cokup arcal scluas 100 M
yang diukur dari Az jalan
kekiri dan kanan diperlu-
kan penataar khusus ;5

=]

{n

L1103 Kawasan sempadan sungalt
meliputi Sungai  Brantas,
Sungai Gunting, Sungai
Brangkal dan Sungai
Ngrayung ;

Rencana Pengendalicn Wilayaeh
Intensif.

KETENTUAN-KETENTUAN PEMANFAATAN RUNNS

A.1.

Pedomanr Umum Penerapan Pomanfaatan
Fuang

Kotonluan Adminictraiif
Inctitusi Pelakoana

fAcpeak Hukum dan Pelaksanaan ;

KETENTUAN-KETENTUAN PENGENDAL IAN PE—
MANFAATAN RUANG .

-

5.1. Pelayanan Umum Penataan Ruang 3

59.%. Pelaporan dan Pemantauan j

PLENMU TU

6.1,

6.2,

Kecwmpulan s

Roekomendasi.
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YETENTUAN PERNLTHAN

FPasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah
ini semua Peraturan vang berkaitan dongan penataan
ruang yang telabh ada tectap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan bhelum diganti berdasarkar Per—
aturan Dacrah 1ni.

B~ B V1
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 9

Hal—hal yang belum diatur dalam FPeraturan
Daerahb ini sepanjang mengonai pelaksanaannya  akan
diatur lebih lanjut oleh Walikotomadya Kopala
Baerah Tinokat II1.

Pasal 10

Poraturan Daerah ini mulai berlaku  pada
tanggal diundangkan.

Ngar setiap orang mengetahuinya memerintah-—
kan peongundangannya dalam Lembaran Dacrah Kota-
madya Daerah Tingkst 1I Mojokerto.

Gitetapkan di Mojokerto
paiia tanggal 2 Desembor 1994

EEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERNH WAL IKOTAMADYA KEPALA DNERAH
SN ENMERAH TINGKAT [ MOJOKERTO TINGKNT 1I MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.

R. S5 0EHADT TEGODEH SOEJONG, 5.H.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
NMOMOR 13 TAHUN 1994

TENTNAMG

RENCANA TATH RUNNG WILAYAH
KOTAMADYA DAERNAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHLUN  1995/17%4 - L003/2006

PENJELASAN LUMUM -

Dalam penentuan kebijaksanaan perencanzan Tata  Ruang
di Kotamadya Dacrab Tingkat II Mojokerto tentunya tidak akan
torlepar dengan kebijaksanaan yang tertuang didalam kebijak-
sanaan Pembangunan yaitu tertuang dalam Pola Dasar Pombangu -
nan Dasrah  Fotamadya Daerah Tingket 11 Moiokerto tabun
1994/1995 — 1998/1999.

Kebijaksonaarn perencanaan ruang pada hakekatnya akan
cangat boerpeng.orub terhadap sistem yang telah ada  den ter-
bentuk pada =aat ini, antara lain cistem kota-kaota, pola
poruntukan  roana  dan lain sebagainya yang telah  toerjaal
celame  ini belum mampu mengakomidir kegiatan yang terzadi,
nehingga urntuk rengantisipasinya diper lukan cuatu pereoncanaan
Tata Ruang.

Boahwa dalam rangka untuk menciptakan kemudaban  dalam
mclaksanaokan pembangunan  di Kolamadya Daerah  Tingkat II
Mojokerlo dan  untuk meningkatkan koseimbangan  pemanfaatan
ruang, diperlukan archan mengenai pemanfaatan  ruang  secara
pacti.

Rencana  Fate Ruang Wilayain {HTRM) Kotamadya Daerah
Tingkat [I Mojoker o ber fujuan unbuk menqar ahkan Per kembangan
dan Pcoraebaran Ponduduk, Sistem Poowilayahan dan Pusat-pusat
Permukiman, Pemantapan Kawa-an Lindung, Pongembangan  Kawasan

Budidaya, Sictem Jaringan Prioritas dan Peongendalian wilayah
Intcnoif  vang kesemuanya dituangkan dalam  suatue Poraturan
Dacrah.

PEMJEL NodM_PNSAL. DEMI _PASHL -

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas.



